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KOMISI PEMILIIIAN TJMT'M

KABT]PATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN IJMUM
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : l2lKpts/KPU-Kab/012.329512/2015

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMIJNGUTAN SUARA, DAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEML]NGUTAN SUARA DALAM

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRJ

TAHI.JN 2OI5

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI'

Menimbang : a bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasd 13 huruf d

Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahrm 2014

tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang;

b bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf d

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/l(omisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

Umum/I(omisi Independen Pemilihan Kabupaten/Ifuta'

Pembenttrkan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan' Panitia

Pemungutan Suara dan Kelompok Panyelenggara Pemungutan

Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubemur, Bupati dan Wakil BWdi dan/atau Watikota dan Wakil

Walikota:
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Mengingat :l

2

bahwa L,erdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalart

huruf ir" dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Pedoman

Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri,

Panitia l'enilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suar4

Kelornpoir Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahrm 2015.

Undarg-{Judang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara

Tahuu i950;;

Undang-i-lndarrg Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Frovinsi Djawa

Teng:r"h (Berita Negara Republik lndonesia Nomor 42 Tahun 1950);

Undaxrg-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

sebagaimera diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

tentang Irerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2011 lrlomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nornor 5189) ;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

Pemiiihnrr Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

201 I Nornor 101 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5246 );

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan'

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembzran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

9 Tahuvr 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Llndang-Undang

Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara. Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

R.epublik Indonesia Nomor 5679);
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3

Undarig Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun

2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 5656 ) , sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang

Nornor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Penggrnti l-rnd.ang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang

Pernilihal Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

( Lernbaitrn Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57,

Tambairan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5678 );

Peraftrrim Pernerinkh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (

Lembarair l{egara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272 );

Peratulan l'{enteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nornor 44

Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan

Gubemr,u ctan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Waliirota dan Wakil Walikota;

Peratura'.r K.omisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang

Tata K.er-ia Kornisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/I(ota'

sebngaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Urnum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umurn Nomor 05 Tahun 2008

tentang Tata Kerja Kornisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Urnum Kabupaten/Kota;

Penturan Komisi Pemilihan Umun Nomor 06 Tahun 2008 tentang

Susunarr Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi

Pemiiihan Umurn, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Seketariat Kornisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Komisi Pemilihan

Umun Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan

Kornisi Pemilihan Utnum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan

Umurn, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

il
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Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

4

12 Perafiran Kornisi Pemilihan Umun Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Tahapan, Prograrn, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atauWalikota dan Wakil Walikota ;

13 Peraturan Kt:rnisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Tata i(erja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi psmilihan

Umunr,4(ourisi lndependen Pemilihan Kabupaten/Kota"

Penbentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suarq dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur Dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikotg;

14 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor :

10AfutVl?U-Kab-012.329521/ 2015 tentang Penetapan Tahapan

Program dan Jadwel Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Wonogiti Tahun 2015;

15 Keputusan Komisi Pemilihan Umurn Kabupaten Wonogiri Nomor :

I i/KptsA(P{.-r-K ab-} 12.329521 | 20 1 5 tentang Penetapan Hari dan

Tanggal Pcmungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Wonogiri llahrn 2015;

Keputuszur I{apat Pleno Komisi Pemilihan Umwn Kabupaten Wonogiri

tanggal 18 April 2t)15.

tr,IE]I4UTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAtsUPA'TEN

WONOGIRI 
,I.ENTA].IG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI

PEMILIHA}.I UMUM KA-BUPATEN WONOGIRI SERTA

PEMBENTI'iC{II DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN

KECAMA'TA}I, PANITIA PEMLINGUTAN SUARA, DAN

KELOMPOI'' PEN'TEI.ENGGARAN PEMUNGUTAN SUARA

DALAM PTJ.,|YEI-ENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI V/ONOGIRI TAHI.]N 2015;

Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Wonogiri serla Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara" dan Kelompok Penyelenggaran

Pemungutan Suara dalan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati !y'onogiri Tahrin 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

Keputusan ini:

I
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KEDUA

KETIGA

5

Forrnulir Persyaratan Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyeleongara Pernungutan Suara

dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupeti dan Wakil Bupati Wonogtri

Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal I 8 April 20 I 5

PEMILIHANUMUM
,TENWONOGIRI

{l tc
alv

R\
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LAMPIRA}.I I:

o

I/SPUTUSAN KOMISI PEIVIILIHAN {,\,IUM
IT.ABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 12lIQts/I(PU-Kab-012.329512/2015
'I'FNTANG 

:

PEDOMAN TEKNIS TATA KERIA KOMISI
PEMILI}IAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI
SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA
PANTTIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PE]\{UNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARAN PEML]NGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPAT'I DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN
zutf

BAB I
PENDAHULUAN

A.PEI\DAHULUAN

Pemilihan Bupati darr Wakil Bupati Wonogiri dilakukan oleh Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Kabupaten yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri. Disamping itu, dalam

pelaksanaan semua tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri, KPU Kabupaten

juga dibantu oleh Badan .dd Hoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan @PK),

Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPpS).

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri, KPU Kabupaten dan

Badan Ad Hoc lainya harus mengelahui dengan benar apa yang menjadi tugas, kewajiban dan

wewenangny4 sehingga bisa melaksanakan semua tahapan dengan baik.

Disamping itu penyelenggara Pemilihan Bupati dan rl/akil Bupati Wonogiri yang

bersifat Ad Hoc harus berasal dari oftmg-orang yang kredibel, Non Partisan, Jujur dan Adil.

Oleh karena ihr KPU Kabupaten perlu menetapkan keputusan KPU Kabupaten yang memuat

tugas, wewenang dan kewajib.en penyclenggara serta prosedur dan mekanisme perekrutana

badan penyelenggara Ad Hoc.

Adapun tujuan yang ingin dicapar dcngao ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Agar penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil tsupati Wonogiri bisa meugetahui dan

menjalankan fugas, kewaj iban dan wewenangnya dengan baik.

2. Sebagai pedoman bagi i(}U l(abupaten dalam melakukan rekrutnen Badan Ad Hoc

penyelenggara Femilihan liupati dan Wakil Bupati Wonogiri.

3. Sebagai informasi kepada rnasl'zuakat agar bisa berpatisipasi dalam rekrutrnen Badan Ad

Hoc penyelenggara Pemilihan Brlpati dan Wakil Bupati Wonogiri.

jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri
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4. Sebagai pedoman bagi rnasyarakat dalam memberi masukan dan saran kepada KPU

Kabupaten dalam melakukan rekrutmen Badan Ad Hoc penyelenggara Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Wonogiri.

B. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaloud dengan :

l. Pemilitutn Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015, selanjutnya disebut Pemiiihan

adalah sarma pelaksanaaa liedadatan raliyat di Kabupaten untuk rnemilih Bupati dan

Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 yang diselenggarakan secara langsung, urnum, bebas,

rahasia, jujur dan adil berd.asarkan Pancasila dan Llndang-Undang Dasar Negara Republik

lndonesia Tahun 1945.

2. Komisi Pernilihan Umum, selanjutnya disebut KPIJ, adalah lembaga penyelenggara

pemilihan umum yang bersifat nasiurral, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang

dalam penyelenggaraan Pernilihan berdasarkan ketentuan yang diatur undang-undang

Pemilihan;

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jarva Tengah, selanjutnya disebut KPU Frovinsi, adalah

lembaga penyelenggara pemilihan Lr.num sebagaimana dimaksud dalarn undang-undang

penyelenggara pemilihan umrun yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan

Gubenlr dan Wakil Gubemrr berdasarkan ketentun yang diatur dalam undang-undang

Pemilihan.

4. Komisi Pernilihan Umutn KabupatenWonogiri, selanjutnya disebut KPLI Kabupaten

Wonogiri,adalah lembaga pt:nyelen1gara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang penyelenggara pernilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan

Pemilihan Bupati dan Wakil Btrpati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-

undang Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalatr panitia yang dibentuk

oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Wonogiri Tatrun 2015 di tingkat keoamatan.

6. Panitia Pemungutan Suara selanjuhrya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh

KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogrri

Tahun 2015 di tingkat desalkelurahan.

7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suarq selanjutnya disingkat KPPS, adalatr

kelompok yang dibentuk oleli PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.

jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri
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8. Badan Pengawas Pemilihan Umum. selanjutnya disebut Bawaslu, adalatr lembaga

penyelenggara pemilihan umurn yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan

umum di seluruh wilayatr Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalarn undang-undang yarrg mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umuur yang

diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaxaan Pemilihan berdasarkan

ketentuan yang diatur dalarn unclang-undang Pemilihan.

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu

Provinsi Jawa Tengah, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas

mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi Jawa Tengah

sebagaimana dimaksud dalarn unclang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara

pemilihan umum yang diberikzur tugas dan wewenang dalarn pengawrlsan penyelenggaftnn

Pemilihan Gubemur dan Wakii Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam

undang-undang Pemilihan.

10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten selanjutnya Panwas Kabupaten adalah Fanitia

yang dibentuk oleh Bawieslu Provinsi Jawa Tengatr yang bertugas untuk mengawasi

penyelenggararm Pemilitran di vri I a1'ah Kabupaten.

11. Panitia Pengawas Pemiiihan KEcarnalan selanjutnya Panwas Kecamatan adalatr Panitia

yang dibenruk oleh Panwas Karbupaten yarrg bertugas untuk mengawasi penyelenggararul

Pemilihan di wilayah Kecanuitan.

12. Pengawas Pemilihan Lapangarr, selanjutnya disingkat PPL, adalah Petugas yang dibentuk

oleh Panwas Kecamatan u"r.tuk mengawasi penyelenggruaan Pemilihan di wilayah

desa/keluratran.

13. Pasangan Calon adalab Bai<al Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah

menoenuhi syarat dan ditetapkan sebagai: peserta pemilihan.

14. Pemilih adalah penduduk vang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau

sudah/pematr kawin yang terdaftar daiarn Pemilihan.

15. Daftar Pemilih Sementar4 selarliutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil

pemutakhiran DP4 dan daltar Pcmilih pada pernilihan urnurn atau Pemilihan terakhir.

16. Daftar Pemiiih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran

DPS.

17. Tempat Penungutan Suara" selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya

pemungutan suara unhrk Pemilitrran.

18. Hari adalah hari kalender.
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6 Undang-Undang Nomor 2J 'lhhun 2014 tentang Pemerinlahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2014 Nornor 244, Tambalun Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagairnana teiirh beberapa kali diubah, temkhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 T'ahun 201 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahur 2014 tentang Pe,meriutahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor

58, Tarnbahan Lembaran Ne gara Repubiik lndonesia Nomor 5679);

7 undaug lJndang Nomor 1 T ahrur 2015 tentang Peletapan peratuan pemerintah

Penggairti Undang-IJndang Nomor I Tahun 2014 tentang pemilihan Gubemur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negi*a Republik

lndonsia Tahu' 2015 lvorcor 23 Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5656 ) , sebagaimana teiah diubah dengan undang-Undang Nomor g rahun
2015 tentang Perubahan -A.ras undang-undang Nomor I Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturarr Pemerir-ruh penggarrti Undang-undaug Nomor I Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur', Bupafi dan walikota menjadi undang-Undang
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 52, Tambaha' Lembaran
Negara Republik lndonesia Nornor 5679 );

8 Ferahuan Penrerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentzngHibah Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomo r 5272 );

9 Peraturan Menteri Daram Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Dana Kegiata' pemilihan Gubemur dan wakil Gubemur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

l0 Peraturan Komisi pemiliha' Umum Nomor 05 Tahun 200g tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan umum, Komisi pemilihan umum provinsi dan Komisi pemilihan umum
Kabupaten/Kota' sebagaima'a teiah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 0l rahun 2010 tentang perubahan atas peraturan

Komisi Pemilihan umun rrromor 05 Tahun 200g tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan umum, Komisi pemilihan Umum provi'si dan Komisi pemiliban Umum- Kabupaten/Kota;

I I Peraturan Komisi pem iha' urnum Nomor 06 Tahun 200g tentang susunan
organisasi dan Tata Kerja sekretariat Jendrar Komisi pemilihan umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan umrun provinsi, dan sekretariat Komisi pemilihan urnum
Kabupaten/Kota sebagaiarana telah diubah dengan Feraturan Komisi pemilihan

Umum Nomor 22 Tafun r.{)0g rentang perubahan Atas perahran Komisi pemiiihan
Umum Nomor 06 Tahwr 2008 tentang susruran organisasi dan Tata Ke$a sekretariat
Jendral K.omisi pemilihan unrun, sekretariat Komisi pemilihan umum provinsi, dan
Sekretariat Komisi penrilih;in Umum Kabupaten/Kota;
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ll

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program,

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atauWalikota dan Wakil Walikota;

Perafiran Komisi Pemilihan Llmum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Urnum Provinsi/I(omisi lndependen Pemilihan

Aceh dan I'r.omisi Pernililan Umurn,4(omisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,

Pernbentukan dan Tata Ksrja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suar4 dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubemur Dan \\iakil Gubemur, Bupati dan W'akil Bupati, dan/atau

Walike6 da1 Vr'akil \\'alikora.

14 Keputusan Komisi Pemilihan Linrum Kabupaten Wonogiri Nomor : l0Atpts/KPU-

Kab-012.329521/ 20\5 tentairg Penetapan Tahapan Program dan Jadwal

Penyele.nggaraan Pemiiih,en Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;

15 Keputusan Komisi Pernilihaur {-lmum Kabupaten Wonogiri Nomor : ll/KptsA{pU-

Kab-012.329521/ 2015 tentang P€netapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara

Pemilihan tsupati dan Wal.il Bupati Wonogiri Tahun 2015;

BAB II
T.4.TA KEI{J.A PEI{YELENGGARA

DAI-,AM PENYEI,ENGGARAANPDI\{ILIHAN

KPUKABUPATEN

Tugas, wewenang dan kewajiba' KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan pemilihan

meliputi:

l. merencanakan proglam, anggaran dan menetapkan jadwal pernilihan Bupati dan

wakii Bupati dengan berpedoman pada kebijakan Kpu dan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-urrdangan;

2. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tabapan penyelenggaraaq

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada peraturan KpU;

3. melakrkan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan wakil
Bupati kepada KPU Provinsi, apabila diperlukan;

menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KppS dalam pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada Keputusan ini;

mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan

penyelenggaraan. Pemilihan Bupati dan wakil Bupati berdasarkan ketentuan

perundang-undangaa dan berpedoman pada kebijakan KpU danlatau KpU provinsi;

menerima daftar Pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih

dari PPK dan menetapkarr DPS;

4.
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7. melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan

KPPS;

8. melakr.rkan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati kepada PPI( PPS, dan KPPS;

9. menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pernilihan

dari PPK PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data Pemilih;

10. menyampaikan laporan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubemur Jawa

Tengah dan I(PU melalui KPU Provinsi;

11. menyampaikan laporan pertanggunglawaban penggunaan anggaran sesuai dengan

ketentuan peratuan penurdang-undangan;

12. menyarnpaikan laporan pertanggungiawaban semua kegiatan penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Waliil Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dalam negcri meialui Gubemur Jawa Tengah dan kepada KPU melalui

KPU Provinsi;

13. menyampaikan laporan pr:riodik rnengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati kepada lvlentcri vang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam

negeri melalui Gubenrur.lavra Tengah, kepada KPU rnelalui KPU Provinsi dengan

tembusan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;

14. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan

KPU Provinsi dan/atau i:eterttuan peraturan perundang-undangan;

15. mengenakan sanksi arirrrinisfatif dar/atau menonaktifl<an sementara PPK PPS,

seketaris KPU Kabupatcn dau pegawai Sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti

melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggar:um

Pemilihan.

B PPK

l. Tugas, wewenang, dan ker'r,ajiban PPK, meliputi:

, u membantu KPU Kabupatcn dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih DPS,

dan DPT;

b. membantu KPU iiabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan;

c. melaksanakan sernuo tahapan penyelenggaraan Femilihan di tingkat Kecamatan

yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten;

d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten;

e.menerima<lannrenyerahkanlaporandaftarnamapetugaspemutakhirandata

Pemilih;

I
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f. mengumpulkan hasil penghinrngan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah

kerjanya;

C. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan srura sebagaimana dimaksud pada

hunrf f dalam mpat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas

Kecamatan;

h, mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;

i, menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g

kepada seluruh peserta Pemilihan;

j. membuat berita acara rekapitulasi pengbitungan suara serta membuat sertiftkat

penghitungan suara dan wajib menyerabkannya kepada saksi peserta Pemililnn,

Panwas Kecamatan, KPU KabuPaten;

k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disarnpaikan oleh

Panwas Kecamatan;

1. melahrkan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelengg,ra:n

Pemilihan di wilayah kerjauya;

m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;

n. melaksanakan sosial:isasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan

dengan tugas dan we*enaug PPK kepada masyarakat;

o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan p€Iattllan

perundang-undangan, dan/atau oleh KPU Kabupaten.

2. Tugas Ketua PPK, meliPuti:

a mernimPin kegiatar PPK;

b. mengundang anggok untuk mengadakan rapat PPK;

c. mengawasi kegiatan PPS;

d. mengadakan koordirusi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran

' pelaksanaan tugas;

e. nenandatangani lapora[ kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara

' secara berkala" tlelgatt n;arrual, dan/atau elektronik;

f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara

bersama-sama paiing kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat

ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh

Pasangan Calon;

g. menyerahkan I (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapihrlasi

ha^silpenghitungansuaradiPFKk'epadal(satu)orangsaksiPasanganCalon;
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h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran

penyeleuggaraan pemilihan sesuai dengan kebdakan yang ditentukan oleh KPU

Kabupaten.

Apabila ketua PPK berl'alangaq lugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang

anggota PPK aks dasar kescpakatan antar anggota.

3. Tugas anggota PPK, mcliputi:

a membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;

b. melaksaaakan tugas sesuai dengan ketentuan peratuan perundang-undangan;

dan

c. memberil@n pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pedimbangan

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

C PPS

L Tugas, wewenang dan ke rvajiban PPS meliputi:

a. membantu KPU Kabupaten dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data

Pemilih, DPS, daftal Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;

b. membentuk KPPS;

c. meiakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;

d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten

melalui PPK:

e. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;

f. mengu*sulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten melalui

PPK;

g. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;

h. melaporkan narna anggota KPPS, peflrgas pemutakhiran data Pemilih dan

petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten melalui

PPK;

i, mengumumkarr daftar Penrilih;

j. menerima masukan dari nrasyarakat tentang DPS;

k. melahtkan perbaiiran dan msngumumkan hasil perbaikan DPS;

1. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;

m. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;

n. melaksanakan seinua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat

desa/keluraharr yang teiah ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan PPK;

o. mengtrmpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
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p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak srura setelatr penghitungan sunra

dan setelah kotak suara disegel;

q. menenrskan kota.k srura dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sana

setelah terkumpulrryn kotak swua dari setiap TPS dan tidak memiliki

kewenangan membuka kotali suara yang sudah disegel oleh KPPS;

r. menindaklanjuti dengan segeratemuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;

s. melakukan evaluasi dan rnembuat laporan setiap tahapan penyelenggamzrr

Pemilihan di wilayair kerjanya;

t. rnelaksanakan sosiaiisasi penyelenggaf,aurn Pemilihan dan/atau yang berkaitan

dengan tugas dan wewellang PPS kepada rnasyarakat;

u. membantu PPK dala;l menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal

penghitungan suar?;

v. melaksanakan hrgas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh

peraturan perundanl;-undangan, KPU Kabupaten, dan/atau PPK.

2. Tugas Ketua PPS, rneliputi:

a. memimpin kegiattur PPS;

b. mengundang anggotrr untuk mengadakan rapat PPS;

c. rnengaw'asi kegiatan KPPS;

d. mengadakan k<lordi-nasi dengan pihak yang dipandang perlu tmttrk kelancaran

pelaksanaan tuga"s;

e. menandatangani DP"j dan DPS hasil perbaikan;

f. memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon

di tingkat desa/deluralian; dan

g. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran

penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU

Kabupaten

Apabila ketua PPS berhalffigrlo, rugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang

anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.

3. Tugas anggota PPS, meliPuti:

a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;

b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

c. memberikan pendapat tlan saran kepada ketua PPS sebagai batunpertimbangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

D KPPS

1. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS, meliputi:

a^ ntengumumkan dari menempelkan DPT di TPS;
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b. menyerahkan DPl'kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;

c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

d. mengumumkan lrasil penghihrngan suara di TPS;

e. menindaklanjuti dengan segem temuan dan laporan yang disampaikan oleh

salisi, PPL, peserta Pemilihan. dan masyarakat pada hari pemungutan suara;

f. menjaga dan mengamankan ker.*uhan kotak suara setelah penghitungan suara

dan Eetolah kotEk cuara dlscgcll

g. membuat berita acma pemungutan dan penghitungan suara serta membuat

sertifikat penghitungzur suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta

Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;

h. menyerahkan hasil pe,nghitungan suara kepada PPS dan PPL;

i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil

penghitungan suara kepada PPK rnelalui PPS pada hari yang sama;

j. melaksanakan tugias" wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh

peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten" PPK, danlatau PPS.

2. Tugas kefra KFPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suua dan

penghitungan suara adalah:

a- memberi pcnjelasau tellta$g tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada

anggota KPPS dm p?tugas ke;tertiban TPS;

b. mengumumkan tempai dir.n waltlu pelaksanaan pemungutan suara;

c. menandatangani surat pcmberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih

pada DPT;

d. menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat

desa/kelurahan atau seburrn lainnya;

e. memimpin kegiatan pt:nyiapan TPS; dan

f. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan

Calon atau ketua tinr kanipanye Pasangan Calon.

3. Tugas ketua KPPS dalam lapat pernungutan suara di TPS adalah:

a. memimpin kegiatan KPPS;

b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;

c. membulia raf,at pem ungutan suara tepat waktu;

d. memandu pengucapan surupa}y'janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;

e, menandatangani berita acara bersanra-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota

KPPS:

f. menandatangarri tiap lembar surat suara; dan

g. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat wakfui.
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4. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:

a. memimpin pelaksanaan penghitmgan suara;

b. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan srvra bersama-

sama paling kurarg 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh

saksi yang merniliki surat mandat dari peserta Pemiiihan atau ketua tim

kampanye;

c. memberikan I (satu) e:rsemplar salinan berita acara dan sedifikat hasil

penghitr:ngan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;

d. menyerahkan hasil penghinrngan suara kepada PPS dan PPL;

e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suar4 sertifikat hasil

penghitungan suara clan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui

PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban

TPS;

5. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui

ketua PPS;

6. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS;

7. Dalam melaksanakan hrgasnya, anggota I(PPS bertanggung jawab kepada ketua

KPPS.

8.4,8 III
PER,SYAIIATAN PPK PPS, DAN KPPS

l. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS, adalah sebagai berikut :

a- warga negam Indonesia;

b, berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;

c. setia kepada Pancasila sel,agai dasal Negar4 Urrdang-Undang Dasar Negara Republik

lndonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

d. mempunyai integritas, prilradi yang kuat, jujur dan adil;

e. tidah nerfadi anggota Paruri Folitik y'ang dinyatakan dengan surat pemyataan yang sah

atau sekurangkurangrya daiam jangka waldu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota

Partai Politik yang dibukiikau dengan surat keterangan dari pengurus Partai Folitik

Yang bersangkutan;

f. berdomisili dalam wilayah kerja FPK' PPS' dan KPPS;

g, rnampu $ecam jasmani dan rohard;

tr berpendidikan paling rendah sek"olah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
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i. tidak pemah dipidana perriara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap karena melakulian tindak pidana yang diancam dengan pidana

penjara 5 (lima) tahun atau lebib;

j. tidak pemah diberikan saniisi pemberhentian tetap oieh KPU Kabupaten atau DKPP;

k. belum pemah rnenjabai 2 (ctua) llali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.

Dalam hal persyaratan usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahurL bagi KPPS tidak

dipenuhi di wilayah/lokasi 1TS yaug bersangkutan, maka anggota KPPS dapat diambil dari

desa&elurahan terdekat.

Dalam hal persyaratan pendidikan paling rcndah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat

bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oieh orang )'ang mempunyai kemampuan dan

kecakapan dalam membac4 rneur is dan bcrhitung dibuktikan dengan surat pemyataan.

Kelengkapan persyaratan PPK, PPS, dan KPPS, meliputi:

a- fotokopi Kartu Tanda Pendudutri (KTP) yang masih ber.laku;

b. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yaug

dilegalisir oleh pejabat yalg berwenang;

c. surat pendaftaran bermaterai cukup;

d. surat pemyataan yang bersangkutan:

l) setia kepada Fanonsila sebagai dasar Negar4 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Iadonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;

2) tidak menjadi anggota partai politik paling kurang dalarn jangka waktu 5 (ima)

tahun;

3) tidak pemah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memeroleh kekuata:r huliurn tetap karena meiakukan tindak pidana yang diancam

dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

4) surat pemyataan tidak pemah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh Kpu
Kabupaten atau DKPF apabila pemah menjadi anggota ppK, pps dan IGpS pada

pemilihan umum atau Pemilihan; dan

5) belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota ppKpps dan KppS.

berrnaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formult dalam

Lamf iran Keputusan ini.

e. surat keterangan kesehatan dari Puskesmas setempat atau Rumah Sakit;

f. pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

g. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai g masing-

masing sebanyak 2 (dua) rangkap (1 asli dan 1 fotocopy).
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5. Dalam hal calon anggota PPK. PPS dan KPPS tidak dapat memberikan surat keterangan

kesehatan, KPU Kabupaten memfasilitasi pemenuhan syarat surat keterangan kesehatan

dimaksud.

BAB IV
PANITI.A. PENfl LIIIAN KECAMATAN

A. KEDTJDUKAI\I. SUSUNAN DAi\ KEANGGGOTAAI\

l. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK.

2. PPK berkedudukan di ibukota kecamatan.

3. Hak keuangan anggota PPK ditritung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.

4. Anggota PPK bed umlah 5 (lirla) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peratwan

perundang-undangan.

5. Komposisi keanggotaar PPK memerhatilian ketenvakilan p€rempuan paling seditjt

30% (tiga puluh persen).

6. Dalam menjalankan tugasnya. PFK dibantu oleh Seketariat yang dipimpin oleh

Sekretaris dari Pegauai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

7. Sekretaris dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat.

8. Susunan keanggota"n PPK terdiri atas:

a. I (satu) orang ketua rnerangkap anggota; dan

b. 4 (empat) orang arggora.

9. Kehra PPK, dipilih dan dan oieh anggota ppK.

B. PEMBENTUKANPPK

l. Anggota PPI( diangkat dan dibelhentikan oleh KpU Kabupaten.

2. Anggota PPK dibentuk oleh KPU l(abupaten paling lambat 6 (enam) bulan sebelum

pemungutan suara dan dibubarkau paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutarr

suara.

3. Dalam memilih calon anggota PPK KPU Kabupaten melakukan tahapan kegiatan

meliputi:

a. mengunumkan pendaftaran calon anggota ppK;

b. menerima pendaftaran calon ppK;

c. melakukan penelitian administrasi calon anggota ppK;

d. melahrkan seleksi tertulis calon anggota ppK;

e. melalcukan wawancara calon anggota ppK;

f. pengumuman hasil seleksi calon anggota ppK.
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4, KPU Kabupaten mengum',rmtan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK.

5. Pengumuman pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau

diakses publik.

6. KPU Kabupaten menerima pendaftaran calon anggota PPK.

7. Pendaftaran calon anggok PPK diiakuhan dengan mengirimkan dokurnen syarat

pendaftaran sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari :

a, I (satu) dokumen asli yang diserabkan kepada KPU Kabupaten; dan

b. I (satu) dokumen fotoiiopi sebagai arsip PPK.

8. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon

anggota PPK, I (satu) hari sctelah masa pendaftaran berakhir.

9. KPU Kabupaten mengummrkan hasil penelitian administrasi kelengkapan

persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik.

10. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi terhrlis.

ll. KPU Kabupaten men-veienggarakan seleksi tertulis wrtuk calon anggota PPII 3 (tiga)

hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.

12. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten.

13. Materi seleksi ternriis, meliputi:

a- pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban

PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis

pemungutan suara- penghituugan peroiehan suara dan rekapitulasi penghitungan

perolehan suara; dan

b. pengetahuankewilaya'.harr,

14. KPU lGbupaten menyiapkan materi seleksi terh.rlis.

15. KPU K,abupaten menetapkm paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK

yang lulus seleksi tertllis.

16. KPU Ikbupaten mengumumkan hasil seleksi tertulis, di tempat yang rnudah diakses. 
.

17. KPU Kabupaten melakulian scleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus

seleksi tertulis.

18. Materi seleksi wawancara nreliputi:

a rekam jejak caltu anggota PPK;

b. pengetahuan tentang Pcmilihan, yang mencaliup tugas, wewenang, dan kewajiban

PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangaq teknis

pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitr.rlasi penghitungan

perolehan suara; dan

c. klarifikasi tanggapar rnasyarakat.
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19. rcU Kabupaten mcrietapkau dan mengumumkar anggota PPK berdasarkan hasil

seleksi wawancara.

20. Pengumurnan hasil seleksi wawancara, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak

dilalsanakan seleksi warvancara.

C. PENGAMBILAi\ KEPI]TT]SAN

1. Rapat PPK diselenggarakan atiu kesepakatan anggota PPK.

2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama unhrk memberikan

pendapat dan saran dalarn rapat PPK.

3. Setiap anggota PPK wajiLr melaksalakan secara konsekuen dan bertanggung jawab

terhadap semua hasil rapai PPK.

4. Rapat PPK diryatakau sab, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota

PPK yang dibuktikan dengtm daftar hadir.

5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabiia disetujui paling kurang 3 (tiga) orang

anggota PPK yang hadir.

6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK, keputusan PPK diambil

berdasarkan suara terbanvak.

BAB V

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. KEDUDUKAI\, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

l. Untuk menyelenggarakan Pernilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain. dibentuk

PPS.

2. PPS berkedudukan di desa/kelurahan atau sebutan lain.

3. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.

4. A'ggota PPS berjumla.h 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan perahran

perundang-undangan.

5. Dalam menjalankan higninya, PPS dibantu oleh sekretaris dan staf Seketariat PPS.

6. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:

a. I (satu) orang kenra merangkap anggota; dan

b. 2 (dua) orang anggota.

7. Ketua PPS clipilih dari darr oleh anggota ppS.

B. PEMBIINTUKANPPS

l. Anggola PPS, diangkat dao diberhentikan oleh KpU Kabupaten.
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2. Anggota PPS dibentuk oleh I(PU Kabupaten paling lambat 6 (enam ) bulan sebelum

pemungutan suara dan djbubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelatr pemungutan

suua.

3. KPU Kabupaten mengargkat anggota PPS berdasarkan usulan kepala desa/lurah dan

badan peffnusyawaratan clesa/lurah atau sebutan lain.

4. Usulan bersama beriunrlah paling kurang 6 (enam) orang.

5. Calon anggota PPS rnenverahkan dokumen syarat pendaftaran kepada PPK

sejumlatr 3 (tiga) rangkap ya.ng terdiri dari:

a. I (satu) dokumen asii yang diberikan kepada KPU Kabupaten;

b. 1 (satu) dokumen tbtokopi yang diserahkan kepada PPK; dan

c. I (satu) dokumen fcrtokopi sebagai arsip PPS.

6. Dalam hal calon anggota IjPS berdasarkan usulan bersarna tidak ada yang

badan permusyatvaralan desa.4<eluratran atau sebutan lain unfuk mengajukan usulan

calon anggota PPS banr.

7. Kepala desa/lurah dan iradan permusyawaratan desalkelurahan atau sebutan lain

dalam mengaiukan usulan calon anggota PPS memerhatikan sumber daya manusia

dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau kalang taruna.

8. Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten dapat

mengangkat anggota FPS.

9. KPU Kabupaten dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan

atau lembaga profesi dalarn mengangkat anggota ppS.

C. PENGAMBILAI{ KEPT]TI-I$AN

'^' 1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.

2. Setiap auggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan

pendapat dan saran dalanr rapat PPS.

3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab

terhadap semua hasil rapat PPK.

4. Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PpS

yang dibuktikan dengan daflar hadir.

5. Keputusan rapat PPS dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang

anggota yang hadir.
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BAB IT
KELO}4POK PENYELENGGARA PEMI,]NGUTAIT SUARA

A- KEDUI}UKAN. SUST]NAN DAI\ KEANGGOTAAI\

1. KPPS berkedudukan di TPS.

2, Anggota IGPS berjumlah 7 (fujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di
sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan penhran pcrundang-

undangan.

3. Anggota KPPS, terdiri dari:

a. I (satu) orang ketua merangkap anggota; dan

b. 6 (enam) orang anggota.

4. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

B. PEMBENTUKA-I\ KPPS

1. KPPS diangkat dan diberhentikar oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten.

2. Pengangkatan anggota KPPS memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun
Tetangga @T)/Rukun Wiuga (RW) yang bersangkutan.

3. Pengangkatan dan peurberhcntian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada I(PU
Kabupaten.

BAB VII
TiES[KRET,A,RIATAI\

A- SEKRETARIA'T PPK

l. Dalam melaksauakan tugasnyir, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang

seketaris dari Pegawai l{egeri Sipil yang memenuhi persyaratan-

2. Sekretaris PPK dibanhr 2 (drra) orang staf Sekretariat ppK.

3, Staf Selrletariat PPK adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah.

4. Syarat untuk rnenjadi staf Seketariat PPK meliputi:

a tidak pemah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;

. b. independen dan tidak berpihak;

c. sehat jasmani dan rohani; dan

d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b.

5. Kelengkapanpersyaratan, dibuktikandengan:

a. surat pemyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:

l) tidak pemah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;

2) independen dan tidak berpihak; dan

3) sehat jasmani dan rohani.
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b. Surat Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.

6. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten melalui KPU Kabupaten

dalam mengusulkan sekretaris dan staf Sekretariat PPK.

7, PPK melalui KPU Kabupaten mengusulkan 3 (tiga) nama calon seketaris PPK dan 4

(empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan

ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekre.taris PPK dengan Keputusan Bupati.

8. Sekretaris dan staf Sekretariat PPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

9. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK meliputi:

a 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan

b. I (satu) orang staf Sekelariat urusan tata usahq keuangan dan logistik Pemilihan.

10. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.

1 1. Tugas sekretaris PPK, meliputi:

a. membantu pelaksanaan tugas PPK;

b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;

c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan

d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.

12. Dalam melaksanakan tugas. sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui

ketru PPK.

13. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan

teknis penyelenggaraan Penriliharr.

14. Staf Sekretariat urusar lata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai

tugas rnenyiapkan segaia urusan tata usah4 pembiayaan, administrasi PPK dan

pertanggungiawaban kervurgan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan

untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pernilihan beserta kelengkapan

administrasi.

15. Dakun melaksanakan. tugas. staf Sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris

PPI'r.

B. SEKRETAIi,IAT I'PS

l. Dalam melaksanakan tugasnya,PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh

seolang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan.

2. Sekretaris PPS dibantu 2 (d'ua) orang staf Sekretariat PPS.

3. KPU Kabupaten meminta kepada Kepala Desa/Lurah untuk menugaskan pegawainya

sebagai anggota Sekretariat.

4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS meliputi:

a. tidak pemah diiatubi sanksi disiplin pegawai;

jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri



jdih.kpu.go.id/jateng/wonogirijdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri

b. independen clan tidali berpilmiil dan

c. sehat jasmani dau rohaui.

5. Kelengkapan persyaratan, dibuirtikan dengan surat pemyataan yang menerangkan

bahwa yang bersangkutan:

a. tidak pemah dijaiuhi sanksi disiplin pegawai;

b. independen dan tidak berpihak; dan

c. sehat jasmani dan rohani.

6. Selsetaris dan staf Sekreti.uiat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala

desa4urah.

7. Pembagian tugas staf Sekretariat ppS adalah:

a. I (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilihan;dan

b. I (satu) orang staf Selaetadat urusan tata usah4 keuar4an dan logistik Pemilihan.

8. Masa tugas Sekretariat ppS sama dengan masa tugas ppS.

9. Tugas sekretaris ppS, rneliputi:

a. membantupelaksanaan tugas ppS;

b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat ppS;

c. Melaksanakan tuga-s yang ditentukan oleh ppS; dan

d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua ppS.

10. Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggunglawab kepada ppS melalui
ketua ppS.

l1' Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggamnn mempunyai tugas menyiapkan
teknis penyelenggaraan pemilihan.

12. Staf Seketariat urusan tata usaha, keuangan, tlan logistik pemilihan mempunyai tugas

menyiapkan semua 
'rusan 

tata usaha, pembiayaaq administrasi pps dan
pertanggungiawaban kernngan, dan menyimpan buki kas pembiayaan pemil;han

untuk kegiatan PPS, dan rnenyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan

adminisn.asinya.

13' Dalarn rnelaksanakan tugas, staf Seketariat PPS bertanggungiawab kepada sekretaris
PPS.
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BAB VIII
PET{.IGAS PNMU:I'AKIIIRAN DATA PEMILIH DAI{

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMI,JNGUTAI\I SUARA

A. PETUGAS PEMUTAKHIRAI{ DAT.A, PE]VflLIII

l. Petugas pemutakhiran data Pemilih membantu KPU Kabupaten dalan melalarkan

pemutakhiren deta Penrilih,

2. Petugas pemutakhiran dai.a Femilih dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT)

atau Rukun Warga (F-W), yang diusulkan oleh ppS yang bersangkutan.

3' Petugas pemutakhiran data Pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan

KPU Kabupaten.

4. Petugas pemutaldriran data Pernilih berjunrlah:

a. I (satu) oralg untuk :;eti,p TpS dengan jumlah pemilih sampai dengan 400

(empat ratus) orang; dan

b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari

400 (empat ratus) orang.

5. Tugas, wewenang dan kervajiban petugas pe,mutakhiran data pemilih meriputi:

a- membantu KPIJ Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data pemilih:

b. menerima data pemilih dari KpU Kabupatenmelalui ppK dan ppS;

c. melakukan pemulakhiran data pemilih;

d. melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih;

e. rnendatangi Penrilih r.urtuk melakukan pencocokan dan penelitian;

f. memberikan tanria bukti terdaftar. kepada pemilih dan menempelkan tanda
khusus pada rumah pernilili; dan

g. membuat dan m-enyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian
kepada ppS.

B. PETUGAS KETERTIBAN TEI\{PAT PEMUNGUTAI{ SUARA
1. Petugas ketertiban Tps bertuga.s membantu KppS 

'nhrk 
menjaga ketenteraman"

ketertiban dan keamanan di lokasi TpS.

2. Petugas ketertiban TpS paling banyak be{umlah 2 (dua) orang.

3. PPS mengajukan usulan kebutuhan peugas ketertiban kepada ppK.

4. PPK meneruskan usulan ppS kepada KpU Kabupaten.

5' KPU Kabupaten rnenyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban
pada tiap TPS di selunrh wilayair Kabupaten kepada Bupati.

6. KPU Kabupaten menyaml:aikan nama petugas ketertiban Tps dari Bupati kepada
PPS.
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7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

BAB IX
PENGGAI\TIAN ANGGOTA PPK PPS, DAI\ KPPS

A. ANGGOTAPPK

l' Anggota PPK berhenti antarwak:tu karena:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri dcngan alasan yang dapat diterima;

c. berhalangan tetap iainnya; atau

d. diberhentikansementara.

2. Anggota PPK diberhentikarr sementara apabila:

a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota ppK;

b. meianggar sumpah/lanji jabatan dan/atau kode etik;

c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan socara berturut-tuut r'nFa

alasan yang sah;

d. dijatuhi pidana penjara berdasarlian putusan pengadilan yang telah memeroleh

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan

pidana penjara 5 (lima) tahun arau lebih;

e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan

hukum tetap karena nrelakrrkan tindak pidana pemilihan umum;

f. tidak menghadiri rapat pieno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3

(tiga) kali berturut-fir.ut tarlpa alasan yangjelas; atau

g. melakukan perbualan yang terbukti menghambat KpU Kabupaten daram

mengambil keputusirn dan penetapan sebagaimana ketentuan pe&rturan

perundang-undangau yang berlaku.

3. Pemberhentiarr sementara anggota dilalrukan oleh KpU Kabupaten.

!. Penggantian antar waktu PPK lang berhenti dilahrkan oleh KpU Kabupaten dengan

ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menuqjuk masyarakat
setempat yang memenulii pcrsyaralan.

5. Tata cara pemberhentia:r se'rnentara anggota PPK dilakukan dengan tqhapan meliputi:

a- menerima laporan;

b. meneliti materi iaporan;

c. melakukanklarifikasi:

d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.

6' KPU Kabupaten meneliti rnateri laporan clan mernbuat ringkasan hnsil pgnellllan.
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7. Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten dapat:

a- menggali, mencari clan rnenerima masukan dari berbagai pihak untuk

kelengkapan dan ke.iela-san penraham laporan;

b. memanggil para pihak;

c. meminta bukti-bul,ti penduhmg; dan

d. melakukan koordiriasi dan/atau melibatkan Bawaslu Jawa Tengah atau Panwaslu

sesuai dengan tingkatauurya.

8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten membuat kajian dan

mengambil keputusan.

B. ATIGGOTAPPS

1. Dalam hal anggota PFS berhalangan tetap, KPU Kabupaten dapat meminta kepada

kepala desa/lurah dan badan permusyawaratan desa&elurahan untuk mengajukan

usulan calon anggota ppS baru.

2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia tidak diketahui keberadaannya

atau tidak mampu melaksarekan tugas secara permanen.

3. Kepala desa/lurah dan badan permusyawaratan desa/kelurahan dalam mengajukan

usulan calon anggota PPS baru, memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh
masyarakat, mahasiswa aLau karang taruna.

4. Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat diajukan, KPIJ Kabupaten dapat

rnenunjuk anggota ppS.

5. KPU Kabupaten dapat beri<oordiuasi dengan iembaga,/organisasi kemasyarakatan atau

lembaga profesi dalam menunjuk arrggota ppS.

C. ANGGOTAKPPS

l. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap

anggota KPPS yang bersangkutan.

2. Berhalangan tetap, rneliputi keadaan meninggal dunia" tidak diketahui keberadaannya

atau tidak mampu melat:s,lnkan tugas secara pennanen.

3. Penggantian memerhatikan surnber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT) /Ruku'
Warga (RW) yang berszurgk-utan.

4. Penggantian harus dilaporkan kepada KpU Kabupaten.
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BAB X

PEITUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai kerangka acuan dan pedoman bagi KPU

Kabupaten" ppK pps dalam menjalankan tatrapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta

perekrutan dan pengangkatan PPK, PPS, dan KPPS.

: 18 April20l5

PEMILIHAN UMUM
WONOGIRI

A

l\

Ditetapkan di : Wonogiri

fxo/
3F,^
r\ w

qa>
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SI,]RAT PENDAFTARAN

SEBAGAI CALON AIIGGOTA PPK/PPS/KPPS*)

PEMILITIAN BUPATI DAN \IAKIL BUPATI WONOGIRI TAIIUN 2015

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun

2015, bersama ini saya :

1. Nama :...................

2. Jenis kelamin : . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Tempat dan tanggal lahir/umur: : /............ tahun

4. Pekerjaan :

5. Alamat tempat tinggal :

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK./PPS/KPPS*) berdasarkan

Pengumuman Pendaftaran calon Alggota PPK,/PPS/KPPS*) Kabupaten wonogiri Nomor :

0ltWl20l5 tanggal 19 April 2015.

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi

ketentuan pasal 18 Peraturan KPU Nomor 3 T'ahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

umum, Komisi Pemilihan umrxn Provinsi / Komisi lndependen Pemilihan Aceh dan Komisi

Pemilihan Umgm / Komisi Indeperden Kabupaten / Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur

dan wakil Gubemur, Bupati dan wakil Bupati, dar/a&ru walikota dan wakil walikota.

2015

PENDAFTAR

Meterai

Rp.6.000,-

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan'

jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri
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SURAT PER}TYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

l. Nama

2. Jenis kelamin

3. Tempat dan tanggal lahir/umur

4, Pekerjaan

5. Alamat tempat tinggal

/............ tahun

menyatakan dengan sebenamya bahwa saya :

l. s€b'gai calon Anggota PPK/PPS/KPPS*) Kabupaten wonogui Setia kepada Pancasila

sebagai Dasar Negarg Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17

Agustus 1945;

2. tidak pemah menjadi anggota Partai Politik. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknyq saya

bersedia menerima segala konsekuensi hukum;

3. tidak pemah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap karena melahrkan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara

5 (lima) tahun atau lebih. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima

segala konsekuensi hukum;

4. tidak p€mah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/I(ota ftau

Dewan Kehormatan Penyelenggara Penilu @KPP) apabila pemah menjadi anggota PPK,

PPS, dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan;

5. beltrm pemah menjabal 2 (dua) kali sebagai anggota PPII PPS dan KPPS;

6. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca' menulis dan bethitung'

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenamya untuk dapat digUnakan sebagai bukti

pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPST) Pemilihan Bupati dan wakil Bupati

Wonogiri Tahun 2015.

2015

Yang membuat pemyataarL

KeGrangan : *) Coret yang tidak diperlukan.
PEMILIHANIJMUM

WONOGIRI

a

TNAWIR
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